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ABSTRACT 

The Community Empowerment Institute (LPM) is an organization that aims to strengthen the role of society in 

development, one of which is economic development. LPM functions as a forum for mobilizing and developing 

the potential and abilities of the community in developing the potential that exists in their area. Some of LPM's 

roles in economic development include community empowerment. LPM plays a role in empowering communities 

to understand, access and utilize various available resources. The temporary survey shows that the role of LPM 

in improving the community economy in Penkase Oeleta Subdistrict through activities in the economic sector has 

not been maximized. LPM as an institution formed by the government with the aim of improving community 

welfare is expected to be able to create training and community development activities, so that the community's 

economy can be further improved. The aim of the research is: to determine the role of Community Empowerment 

Institutions (LPM) in improving the community economy in Penkase Village. The research will take place from 

January-June 2023. The type of data is primary data, secondary data. Results obtained: LPM plays a strategic 

role in identifying local economic potential and designing programs aimed at improving community welfare. 

LPM has succeeded in increasing people's skills and knowledge in the fields of entrepreneurship, financial 

management and agricultural technology. LPM also plays a role in ensuring sustainable management of natural 

resources that benefits local communities 

. 

 

ABSTRAK 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperkuat 

peran masyarakat dalam pembangunan salah satunya pembangunan ekonomi. LPM berfungsi sebagai wadah 

untuk memobilisasi dan membina potensi serta kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang 

ada di wilayah mereka.  Beberapa peran LPM dalam Pembangunan secara ekonomi antara lain adalah 

Pemberdayaan masyarakat. LPM berperan dalam memberdayakan masyarakat untuk memahami, mengakses, 

dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Survey sementara menujukan bahwaa, peran LPM 

dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Penkase Oeleta melalui kegiatan-kegiatan di 

bidang perekonomian belum maksimal, LPM sebagai Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan mampu menciptakan kegiatan-kegiatan pelatihan dan 

pembinaan masyarakat, sehingga perekonomian masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Tujuan penelitian adalah : 

untuk mengetahui Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan perekonomian 

masyarakat di Kelurahan Penkase. Penelitian yang berlangsung dari bulan Januari-Juni 2023. Jenis data yang 

adalah data primer data sekunder. Hasil yang diperoleh : LPM memainkan peran strategis dalam 

mengidentifikasi potensi ekonomi lokal dan merancang program-program yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. LPM berhasil meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam bidang 

kewirausahaan, manajemen keuangan, dan teknologi pertanian. LPM juga berperan dalam memastikan 

pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.  

 

Kata kunci: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Perekonomian masyarakat 

 

1. PENDAHULUAN 

Pemberdayaan ekonomi Masyarakat dilakukan untuk mendorong, memotivasi dan menggali potensi yang 

dimiliki masyarakat dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Dengan begitu, 

maka kondisi masyarakat akan berubah dari yang tidak berdaya menjadi berdaya dengan tujuan agar masyarakat 

mampu dan dapat melepaskan diri dari kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep Pembangunan 

ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Pemberdayaan bertujuan untuk memberdayakan Masyarakat dengan 



JURNAL ADMINISTRASI TERAPAN 

VOL 3, NO. 1, MARET 2024 
 

 

e-ISSN: 2964-3619                                                                                                                                 56 
 

upaya meningkatkan harkat dan martabat Masyarakat dalam kondisi yang tidak mampu agar dapat melepaskan 

diri dari kemiskinan dan ketebelakangan (Soetomo, 2013:294). 

Upaya pemberdayaan ini tidak bisa berhasil tanpa dukungan dari berbagai pihak, diantaranya pemerintah, 

lembaga pemberdayaan masyarakat dan tentunya masyarakat itu sendiri. Dalam proses mewujudkan harapan 

tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperkuat 

peran masyarakat dalam Pembangunan salah satunya Pembangunan ekonomi. Peran LPM dalam pengembangan 

ekonomi di kelurahan sangat penting karena LPM berfungsi sebagai wadah untuk memobilisasi dan membina 

potensi serta kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada di wilayah mereka. LPM juga 

dapat berperan sebagai fasilitator antara masyarakat dan pemerintah dalam mngatasi berbagai masalah dalam 

pemberdayaan (Mardikanto, 2014:105). 

 Beberapa peran LPM dalam Pembangunan secara ekonomi antara lain adalah Pemberdayaan masyarakat. 

LPM berperan dalam memberdayakan masyarakat untuk memahami, mengakses, dan memanfaatkan berbagai 

sumber daya yang tersedia. Hal ini dilakukan melalui pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan yang dilakukan oleh 

LPM. Sumber daya yang dapat dimanfaatkan antara lain adalah sumber daya alam, sumber daya manusia dan 

sumber daya keuangan. LPM juga dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi 

desa/kelurahan dengan membangun usaha kecil dan menengah kemudian penguatan kemandirian desa/kelurahan 

dengan memberikan dukungan dan bimbingan untuk mengembangkan program-program yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bambang Trisantono Soemantri, 2011:75). 

Survey sementara menujukan bahwaa, peran LPM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di 

Kelurahan Penkase Oeleta melalui kegiatan-kegiatan di bidang perekonomian belum maksimal, LPM sebagai 

Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

diharapakan mampu menciptakan kegiatan-kegiatan pelatihan dan pembinaan masyarakat, sehingga 

perekonomian masyarakat dapat lebih ditingkatkan. 

Masalah : bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan 

perekonomian masyarakat di Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak. Tujuan penelitian ini adalah : untuk 

mengetahui Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat 

di Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Pemberdayaan Masyarakat 

Konsep “pemberdayaan” berasal dari kata dasar “daya” yang mengandung arti “kekuatan”, dan merupakan 

terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu “empowerment”. Dalam hal ini konsep pemberdayaan mengandung arti 

memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk 

hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidupnya sehari-sehari, seperti 

makan, pakaian/sandang, rumah/papan, Pendidikan, dan Kesehatan (Hamid, 2018).  Menurut etimologis 

pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kapasitas. Menurut Edi Suharto bahwa konsep 

pemberdayaan atau empowerment berasal dari kata “power” kekuasaan atau keberdayaan. Pemberdayaan adalah 

sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat 

keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah 

kemiskinan. 

Secara konseptual pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebegai suatu tindakan sosial dari 

penduduk sebuah komonitas yang mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, 

untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebetuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya 

yang dimiliki (Sumodiningrat, 2009). Dalam pendapat lain, pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai 

sebuah konsep Pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma 

baru Pembangunan, yang bersifat people centered (berpusat pada manusia), Participatory (partisipatif), 

empowering (memberdayakan), dan sustainable (berkelanjutan) (Alfitri, 2011). 

Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat, 

khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan ini bisa diakibatkan karena 

kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang 

tidak adil). Harapannya setelah diberdayakan, masyarakat bisa lebih Sejahtera, berdaya atau mempunyai 

kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang 

mandiri. Kemandirian yang dimaksud di sini tidak sekedar dilihat dari aspek ekonomi saja, namun juga secara 

sosial, budaya, dan hak bersuara/berpendapat, bahkan sampai pada kemandirian masyarakat dalam menentukan 

hak-hak politiknya (Hamid, 2018). 

Konsep Pembangunan yang selama ini dijalankan pemerintah nampaknya belum mampu menjawab 

tuntutan masyarakat yang menyangkut keadilan, pemerataan dan keberpihakan kepada masyarakat, sehingga 



JURNAL ADMINISTRASI TERAPAN 

VOL 3, NO. 1, MARET 2024 
 

 

e-ISSN: 2964-3619                                                                                                                                 57 
 

belum mengangkat Sebagian penduduk yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. Upaya pemerintah untuk 

meingkatkan keberpihakan Pembangunan kepada kepentingan masyarakat nampaknya tidak akan lepas dari 

pemberdayaan masyarakat (empowerment) sebagai model Pembangunan yang berdimensi rakyat. Berangkat dari 

kondisi itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan pemerintah : 

1. Kebijakan Pemerintah tenatang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang dalam GBHN Tahun 

1999 dan UU Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam GBHN Tahun 1999, khusunya 

didalam “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah” antara lain dinyatakan “mengembangkan otonomi 

daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Lembaga 

ekonomi, Lembaga politik, Lembaga hukum, Lembaga keagamaan, Lembaga adat dan Lembaga swadaya 

masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI”. 

2. Dalam UU Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, anatara lain ditegaskan “hal-hal yang 

mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, 

menumbuhkembangkan Prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran masyarakat”. 

3. Mencermati kedua rumusan kebijakan pemerintah di atas dapat disimpulkan bahwa “kebijakan 

pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah”. 

4. Dalam UU Nomor 25 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 

dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat 

adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan Lembaga dan organisasi masyarakat 

setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan social masyarakat, peningkatan swadaya 

masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, social dan politik. 

5. Dalam rangka mengemban tugas dalam bidang bidang pemberdayaan masyarakat, badan pemberdayaan 

menetapkan visi, misi, kebijakan strategi dan program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut : 

a. Visi Pemberdayaan Masyarakat adalah meningkatkan kemandiria masyarakat. 

b. Misi Pemberdayaan Masyarakat adalah mengembangkan kemampuan dan kemandirian dan 

secara bertahap masyarakat mampu membangunn diri dan lingkungannya secara mandiri. 

Kemandirian dalam konsep pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah tingkat kemajuan 

yang harus dicapai sehingga masyarakat dapat membangun dan mememlihara kelangsungan 

hidupnya berdasarkan kekuatannya sendiri secara berkelanjutan artinya untuk membangun 

bangsa yang mandiri dibutuhkan perekonomian yang mapan. 

Perekonomian Masyarakat 

Peningkatan berarti kemajuan, perubahan, perbaikan. Sedangkan perekonomian mempunyai kata dasar 

“Oikos” yang berarti rumah tangga dan “Nomos” yang berarti aturan jadi ekonomi mengandung arti aturan yang 

berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam satu rumah tangga. Jadi, ekonomi berarti ilmu mengenai asas-

asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti halnya keuangan, perindustrian 

dan perdagangan). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian yang lemah 

menjadi perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya (Zulkarnain). 

Ekonomi kerakyatan adalah sebuah perekonomian yang dimiliki oleh rakyat kecil dan didominisasi oleh 

sebagain besar bansa Indonesia. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berarti mengembangkan system ekonomi 

yang berasas dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Membangunan ekonomi rakyat harus meningkatkan 

kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendominasikan potensinya, atau memberdayakan. 

Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan meningkatkan 

porduktivitas rakyata, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar rakyat dapat 

ditingkatkan produktivitasnya. 

Secara umum para pakar ekonomi belum menyebutkan suatu prinsip yang utuh yang menyangkut dengan 

ekonomi rakyat. Akan tetapi tertuang dalam UUD 1945 terutama Pasal 33 adalah : 

a. Prinsip kekeluargaan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha Bersama berdasarkan asas 

kekeluargaan. Prinsip ini merupakan acuan semua badan usaha baik BUMN, BUMS dan BUMD. 

b. Prinsip keadilan, pelaksanaan eknomi kerakyatan harus bisa memujudkan keadilan dalam masyarakat. 

system ini diharapkan dapat memberikan peluan yang sama kepada semua anak bangsa baik itu 

konsumen, pengusaha, maupun sebagai tenaga kerja. 

c. Prinsip pemerataan pendapata, masyarakat sebagai konsumen dan pelaku ekonomi harus merasakan 

pemerataan pendapatan. 

d. Prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kegiatan ekonomi harus 

mampu mewujudkan adanya sinergi antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. 

e. Prinsip kerjasama atau jaringan, dalam prinsip ini para pelaku ekonomi harus saling membantu dan 

bekerja sama, dengan bekerja sama tentu berbagai kegaiatan usaha kecil akan menjadi kuat besar. 

Konsep Program Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan Masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembenganunan masyarakat seharusnya 

diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan. 
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Paradigma pembangunan lama yang bersifat top-down perlu diorientasikan menuju pendekatan buttom-up yang 

menempatkan masyarakat di kelurahan sebagai pusat pembangunan (Aritonang, dalam Rahmat, 2015). 

Berikut ini merupakan program-program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat (Amin Jaya, 2023) 

: 

1. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kelurahan 

Pemberdayaan masyarakat di bidang kelurahan mencakup semua sumber daya yang ada di kelurahan. 

Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, musyawarah dalam penyusnan program-program 

kelurahan, koordinasi dalam pelaksanaan program-program kelurahan, dan peningkatan kualitas kinerja 

di kelurahan. Dengan adanya program pemberdayaan ini, diharapakan dapat meningkatkan kinerja 

kelurahan dalam membangun serta memajukan. 

2. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kelembagaan 

Program pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan mencakup semua lembaga kemasyarakatan 

yang ada di kelurahan. Program ini bertujuan untuk membangun lembaga yang lebih terarah, produktif, 

dan terorganisir. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, penyelenggaraan kegiatan, 

dan peningkatan sarana/prasarana. Dengan adanya program pemberdayaan di bidang kelembagaan ini 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga agar dapat membantu kelurahan dalam menjalankan 

roda pembangunan. 

1. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Ekonomi 

Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk 

meningkatkan perekonomian di Kelurahan. Program ini mencakup pemberdayaan UKM, industry rumah 

tangga, pasar, penunjang ekonomi masyarakat lainya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa 

pelatihan, workshop, pemodalan/permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana/prasana dan lain-

lain. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan 

perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. 

2. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Teknologi 

Program pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi merupakan program pemerintah dalam mengikuti 

zaman.  Selain itu, pengunaan teknologi juga dapat meningkatkan kinerja agar lebih cepat dan akurat. 

Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, pengembangan teknologi, dan penggunaan 

teknologi dalam proses kerja dan kehidupan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di 

bidang teknologi diharpakan dapat meningkatkan daya saing masyarakat, memudahkan masyarakat dalam 

bekerja, serta memudahkan masyarakat untuk berbagi dan mendapatkan informasi. 

3. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan 

Program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan merupakan salah satu program pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa 

peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, promosi dan penyuluhan program kesehatan, dan 

membangun desa siaga. Dengan adanya program kesehatan ini diharapkan dapat memudahkan 

masyarakat untuk mendapatkan hidup sehat serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya hidup sehat. 

4. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pendidikan 

Program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan merupakan program pemerintah dalam 

meningkatkan pendidikan masyarakat agar lebih berkualitas dan kompeten. Sasaran dari pemberdayaan 

ini tidak hanya ditujukan kepada para pelajar saja, namun juga kepada para pengajar maupun lembaga 

pendidikan lainnya. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan guru, peningkatan sarana dan 

prasarana, bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, beasiswa untuk siswa yang 

berprestasi, dan lain-lain. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan ini di 

harapkan dapat meningkatkan pendidikan masyarakat serta menciptakan masyarakat yang berkualitas dan 

kompoten. 

 

3. METODOLOGI 

Lokasi dari penelitian ini adalah di Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang. Waktu 

penelitian yang berlangsung selama 6 bulan dari bulan Januari-Juni 2023. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Kualitatif. Ada dua jenis data dalam penelitian yang digunakan yaitu : Data primer adalah 

data yang diperoleh dari sumber -sumber primer yakni secara langsung dari sumber data ke pengumpulan data. 

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Ketua LPM, Apparat Kelurahan 

dan Masyarakat penerima bantuan dana PEM. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder adalah data yang 

diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder merupakan data penelitian yang berupa data-data 

yang telah tersedia yang dapat diperleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu data yang 

diperoleh melalui arsip, buku, artikel, karya tulis ilmiah, media cetak, situs internet, dan referensi tertulis yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa: Observasi, wawancara 

dan dokumentasi.  adalah mengumpulkan data mengenai hal-hal yang akan diteliti juga berhubungan dengan 

objek penelitian, data-data pendukung penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta 

beberapa data yang diperlukan selama proses penelitian seperti Data Gografis Kelurahan, demografi penduduk 

dan lain-lain 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Fungsi dari LPM  

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki fungsi penting dalam meningkatkan 

perekonomian masyarakat di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Berikut adalah 

beberapa peran LPM dalam konteks tersebut: 

1. Pemberdayaan Ekonomi 

LPM berperan dalam mengidentifikasi potensi ekonomi lokal dan mengembangkan program yang dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini bisa mencakup pelatihan keterampilan, pengembangan usaha 

kecil dan menengah, serta pemberian bantuan modal 

2. Fasilitasi Akses Perdagangan 

LPM membantu masyarakat untuk mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas. Dengan membuka 

jaringan dengan pasar lokal maupun regional, LPM dapat membantu petani, nelayan, dan pengrajin untuk 

menjual produk mereka dengan harga yang lebih baik. 

3. Pelatihan dan Pendidikan 

LPM menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan 

masyarakat dalam berbagai bidang ekonomi. Ini termasuk pelatihan kewirausahaan, manajemen 

keuangan, dan teknologi pertanian yang lebih modern. 

4. Pengembangan Infrastruktur 

LPM berperan dalam advokasi dan pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas ekonomi 

masyarakat. Misalnya, memperbaiki jalan akses ke lahan pertanian atau pasar, serta menyediakan fasilitas 

penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian. 

5. Kerjasama dengan Pihak Eksternal 

LPM sering bekerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta 

untuk mendapatkan bantuan dan sumber daya yang diperlukan dalam program pemberdayaan ekonomi. 

Kolaborasi ini dapat berupa bantuan teknis, dana hibah, atau investasi. 

6. Mendorong Partisipasi Masyarakat 

LPM mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam setiap program yang dijalankan. Partisipasi aktif ini 

penting agar masyarakat merasa memiliki program tersebut dan bertanggung jawab terhadap 

keberlanjutannya 

7. Pengelolaan Sumber Daya Alam 

Di wilayah seperti Penkase Oeleta yang mungkin memiliki sumber daya alam yang potensial, LPM 

berperan dalam memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi masyarakat 

setempat. Misalnya, mengelola kawasan hutan atau pesisir secara Lestari. 

8. Monitoring dan Evaluasi 

LPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang telah dijalankan untuk 

memastikan keberhasilan dan efektivitasnya. Dengan melakukan evaluasi berkala, LPM dapat 

menyesuaikan program agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. 

Deskripsi Peran dari LPM  

Hasil analisis mengenai peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan perekonomian 

masyarakat di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Peran Strategis LPM: LPM memainkan peran strategis dalam mengidentifikasi potensi ekonomi lokal 

dan merancang program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi, LPM mampu mengarahkan sumber daya dan upaya ke 

bidang-bidang yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. 

2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat: Melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan, LPM berhasil 

meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam bidang kewirausahaan, manajemen 

keuangan, dan teknologi pertanian. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan 

pendapatan masyarakat. 

3. Fasilitasi Akses Pasar dan Kerjasama: LPM juga berperan penting dalam membuka akses pasar bagi 

produk-produk lokal serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun 

lembaga non-pemerintah. Kerjasama ini memberikan dukungan yang signifikan dalam bentuk bantuan 

teknis, modal, dan akses jaringan yang lebih luas. 
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4. Pengembangan Infrastruktur: Advokasi yang dilakukan oleh LPM dalam pengembangan infrastruktur 

mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang memadai seperti jalan, 

fasilitas penyimpanan, dan pengolahan hasil pertanian mempercepat distribusi dan meningkatkan nilai 

tambah produk lokal. 

5. Partisipasi dan Kemandirian Masyarakat: Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap program yang 

dijalankan oleh LPM menunjukkan adanya kesadaran dan kemauan untuk berubah ke arah yang lebih 

baik. Keterlibatan ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan program-

program yang ada. 

6. Pengelolaan Sumber Daya Alam: LPM juga berperan dalam memastikan pengelolaan sumber daya 

alam yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Pengelolaan yang baik mencegah 

eksploitasi berlebihan dan menjaga kelestarian lingkungan yang pada gilirannya mendukung kegiatan 

ekonomi jangka panjang. 

Secara keseluruhan, peran LPM di Kelurahan Penkase Oeleta terbukti efektif dalam meningkatkan 

perekonomian masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, LPM mampu mengoptimalkan 

potensi lokal dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Tantangan yang ada dapat diatasi melalui kerjasama yang baik antara LPM, masyarakat, dan pihak-pihak terkait, 

sehingga tercapai kesejahteraan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh warga kelurahan. 
 

5. PENUTUP 

5.1.   Kesimpulan 

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di 

Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dapat disimpulkan bahwa: LPM memainkan 

peran strategis dalam mengidentifikasi potensi ekonomi lokal dan merancang program-program yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. LPM berhasil meningkatkan keterampilan dan 

pengetahuan masyarakat dalam bidang kewirausahaan, manajemen keuangan, dan teknologi pertanian. Hal 

ini berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat. LPM juga berperan 

penting dalam membuka akses pasar bagi produk-produk lokal serta menjalin kerjasama dengan berbagai 

pihak, baik pemerintah, swasta, maupun lembaga non-pemerintah. Advokasi yang dilakukan oleh LPM 

dalam pengembangan infrastruktur mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Partisipasi aktif 

masyarakat dalam setiap program yang dijalankan oleh LPM menunjukkan adanya kesadaran dan kemauan 

untuk berubah ke arah yang lebih baik. LPM juga berperan dalam memastikan pengelolaan sumber daya 

alam yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. 

5.2.   Saran 

1) LPM Memberikan pendampingan berkelanjutan kepada kelompok masyarakat untuk memastikan 

keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi. 

2) LPM : Memastikan bahwa program pemberdayaan ekonomi melibatkan semua lapisan masyarakat, 

termasuk kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. 

3) LPM melakukan monitoring dan evaluasi yang terstruktur untuk menilai keberhasilan program dan 

melakukan perbaikan yang diperlukan 
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